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Abstrak
Bebempa tahun yang lalu nlemet dikenal oleh sebagian kecil orang yang memptrnyai
minat di bidangkomp €r. Namun, daiamtahun-tahunreraklir ini penggunajasa iltem€t
meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang mengatak&l bahwa kebanyakan
pengguna intemet di Indonesia lanya sebatas untuk hiburan dan percobaan. Kini Intemet
sudah menjadi permasalahan klusus sejak djmarfaatkan dalam kegiatan perdagangan
atau bisnis yang dikenal dengan tiansaki t/ectari c Conme.ce (E-Connerce). Diakui
secaB ekonomi, pemanfaatan i temet telah meEberikan nilai lambah dalam mempercepat
proses lransaksi, tetapi secam }''l|'idis masalah pemanfaatan intemet ini satgal riskan
bagi para pihak karena ka:akeristiknya sangat berbeda dengan bisnis konvensional,
sehingga sult dijargkau oleh atwan-aturar hukum yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan etode Pend€katan Yuridis Normatif Data yang djgunakan
yaitu data sekuder da! kemudian dianalisis ecara kualitarif
Hasil penelitian menunjukkan bahlva pengaturan hukum dalan ,-Cozrelce untuk
melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia saar ini belum ad4 terapi Undang-Undang
pada dunja nyata dapat berlaku di dunia maya untul sementaB waktu sanpai Undang-
Undzrglf,nlang E-Commerce telai dibuar d6n diberlakukan. Contohnya terhadap mesalah
masala! khusus mengenai penga&ran konftK perlindungan korlsumen dan alat bukti.
Mefigenai pengatumn kontrdk dapat dlengacu pada KUHPeT&ta yang pengaturarnya
teldapat dalarn Buku Ill dan mengolai perlirdungan konsunen dapat meDgacu pada
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 rentang Perlindungan Konsumen serta mengenai
alat hkli mengacB pada Herzkie Indonesia Regler?err (yang selanjurnya disingkat
HIR)Pasal164.
Kata Kunci- e-conmerce, intenet, perdata
I. PENDAHIJLUAN
E-commerce seba4aibagian dari e-Duslress (bisnis yang dilakukan dengan
menggunakan e/ecrron ic transmission), olehpara lrli dan pelak-u bisnis dirumuskan
definisinya dari terminologS e'eontmerce. E-Commerce adalah segala bentuk fansaksi
perdagangan atau pemiagaan barang danjasa dengan menggunakan me dia electronik.
Kontrak bisnis intemasiorDl secara umum diatv dalan United Nation in
Contractfot International Sale ofGoods (JNCSIG) 1980 dan 1986. Konvensi
ini mengatur masalah-masalah kontraktual yang berhubungan denganjual beli
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incrnasional, konvensi ini sebenanlahanya mengdtlr masalahjual beli anhra rrlril,ars
to 6z,rt res5 (B2B), sedangkan dalam e-commerce membahas tentang ,ll,rine.rr ,o
consuner (B2C) darL:tJga.business to businesr. Konsepsi yang dapat diambil dari
kqlveDsi ni asat'alain:
l. Bahwa kontrak tidak barus dalam benhk tertulis tetaDi kontmk teisebut bisa
saja berbenhrk lain, bahkan hanya berdasarkan saksi.
2. CSIG mencakup mated pembennrkan konuak yang bertujuan meniadakan
keperluan menunjuk hukum negara tertentu dalam kontrak bisnis serta unttrk
mernudahkan para pihak dalam hal t€rjadi koniik antar sislem hukum.
3. Saat erbentuknya kontrak, apabila kesepakatan ini tedadi tanpa kehadiran
para peserta atau pihak, kontrak jual beli sudah ada setelah adanya
kesepakaran yang datang dari kedua belah pihak.
Selain Kontrak yang diatur oleh UNCSIG juga teldapat Kontrak Bisnis
berdasarkanuNlclTRAlModel Law,dimanamodellawinimengaturtentang e-
comnerce s*ara!.rm]um. rnulai dari definisi lang dipakai, bentuk dokumendokurnen
yang dipakai dalam e-coznerce, keabsalun kontralg saat erjadinya kontak Dimana
pendekatan yang diambil dari model law ini adalah bahwa suatr.r informasi tidak dapat
dikatakan mempunyai kekuatan hukum karena informas i itutrJrlFntuk data nessape.
Berdasarkan pendekatan di atas maka suatu dara message apapr-rn bentuk arau
folmahya tidak dapat dil@taka[ tidak mempunyai kekuatan hukutn han]a karcna ia
berbentuk suatu ddta rlessage. Pendekatan ini akan menyebabkan suatu kontak
pedanjian yang dibuat dengandj.8ital sigawe mempunyai kekuatanhukurn.
Dalam hal melalarkan rransaksi melal'ui e-commerce. dapat dilakukan dengan
cata Oder Form map,mmelalui E-raail. Jikamelalui Order Form, pihak penjvl
(Merch.tnt) 'rjerrye,iakan daftar atau katalog barang yang akan dij ual yang disertai
dengan deskipsi Fodukyary dijual. Saat ahap order dilaksanakan biasanya produk
yang dijual tidak divisualisasikan dalam bentuk gambar melainkan dalarn bentuk
deskipsi produk.
Pada saat pengisiadorm, customer (Itembeli)juga harus mengisi formulir
yang berisi nfomasi kontak untuk anslonrer, mtuk memasukkandaftar identitas pribadi
crsron er, seda informasi mengenai tips pembayaran yang digunakan, dimana tipe
pembayaranmela.lui cam ini dapatdilakukan de ga lewattelephone,credit card,
maupun dengan clreclr.
Jika informasi yang dikiinka\ oleh a$tomer telah memenuhi persyaralan
atau dinyatakan valid, makamerchant akanmengirimkan berita konfirmasi kepada
czJtonel dalam bentuk e-rzarl dan biasanya pihak merchant m*nlna copyidenitas
aatomer daninfor'nasi credrt ccrd untuk dikirimkan melalui/a.
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Dalam hal transaksi dilakukan melatui e-nrail di mana pihak casrozer harus
sudah mempunyai e-mail address, dengwt me\ggrrfi,ak r e-mail tersebut pihak
c4t ome,, tinggal menuliskan ama produk danj umlah produtq alamat pengiriman,
metode pembayaran yang di$makan dengan memasukkan i formasi czedit cand, dan
s€lanjutnya c&r/one," akan menerima kontrrmasi dari merchahrmengfiaiordertflrang
yang dipesan.
Setelah pihak crsroler mendapatkan konfimasi dai merchanf, pihak
clArorrel diminta untr* mengirimkan salinan d ai inlormasi credil card ataumedia
pembayaEn lai4 serta passpoq sebagai validasi atas transaksi yang telah dilakukan.
Setelah semua persyaratan terpenuhi dan tmnsaksi dinyatakan satr, dalam beberapa
hari barang yang diorder akan dikemas dan dikidm ke alamat ujuan.
Dalam hal sisem pembalaran elektronis, suatu alat bukti ]€ng dapat digunakan
yaitu yang berupa dkt tal signqture .Dimana digital signature pada dasanya dapat
dipersamakan sebagai trnisan (alat bukti tertulis).
Digital Signature (t?!:d,a tangan digital) adalal suatu tanda tangan r"ng dibuat
secua electronic yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen
kertas biasa
Apabila suatu perundang-rmdangan menghendaki adaiya sualu tanda tangan
sebagai tanda sahnya suatu dokrunen mala hal ini dapat dicapai dengan cam:
a. Terdapat suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan
seseorang danjuga dapat mengindikasikan bahwadokumen tersebut telah mendapat
persetuj uan dari orang tersebut.
b. Bahwa metode tersebut dapat dipercaya atau dapat diperranggung jawabkan
s€hingga data tersebut dapat dengan arnan disebarluaskan.
lirda tangan digital memungkinkan penerima informasi untuk m€nguji terlebih
dahulu keasliai informasi yang didapat danjuga untuk meyaldnkan bahwa data yang
diterimanya itu dalam keadaan uruh, oleh karena itu tanda tagan digital kunciprr/ic
menyediakan layanan a fihenticatioh &easlian) dan data ihtegity &eutubar data).
Selain itu diaj uga menyediakan layanan ,on- repudiatioh yar\g afiinyamelindungi
pengirim dad sebuai klaim yang menyatakan bahwa dia telah mengirim informasi
padahal tidak.
Daledn e-commerce :€tda9)at bermacarn-macam jenis tansaksi yang tedadi
dilihat dari hubmgan subjek atau pelakunya di antaranya:
I . Business to btlsiress (B2B), merupakan tmnsaksi pasff elektronik antar organisasi
2. Business to consnner @2C), transaksi retail dengan pembelanjaan i dividu.
3. Consumet o cohsumer (C2C), dalam hal ini konsumen meqiual angsug untuk
konsumen
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4. Consumer to business (C2B), dimana individu menjual goduk ataujasa untuk
orgaisasi, selama indivicluyang menjual manpengaruhi d€ng@nerekadan penutupan
tEnsaksi.
N. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan )ruidis normatif,
yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menginterprestasi bahan-bahan
kepustakaan yang ada dalam litetatur-literatur, dan bahan-baban hukrnn yar4 b€rupa
Peraturan Perudang-Undangan, dan ketentuan-ketentuan r?ng bcrkaitan dengan
Electonic Cornrnerc€, sehingga diperoleh gambaran mengenai Kont'ak Bisnis dalam
Electmnic Commerce (E-Commerce) dilndonesia- Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah .lara sekunder dan selanjutrya dilakukan analisa secara kualitatif
trI. PEMBAHASAN
3.1. P engertian LComme rc e dshm Kegistan Perdasrng'n
Electronlc commerce (Eq merupakan konsep baru ]€ng bisa digamba*a[
sebagai proses jual beli barang ataujasa pad a llord Mde We b intemet atau proses
jual beli dau petukann produlqjasadan i formasi melaluijaringan i formasi termasuk
lmemet.
Sejumlahorangmemandang lsiloh commerce (lndag;ngm)sebagai tansaksi
yang dilakukan antar perusahaan yang berpartner. Ikrcna itu istilah Electronic
commerce berkesan sempitbagi sej'mlah orang. Demikianlah, banyak yang lebih
suka menggunakan istilah e-brrinesq yang mengacu pada definisi e-corz me rce rxrra
lebih luas, yang tidak hanya meqjual dan membeli, namunjuga beradi melayani
pelanggan dan berkolaborasi dengan partrer bisnis, serta pelaksanaan tansaksi
elektonis dalam suau organisasi.
Elec onic commerce (eaommerce) edlal&sebagai s€gala bentuk trarlsaksi
pedagangan alau perdqg"an bdang ilanjasa dengax menggunakan media elektonik
Dimuta dalan e-commerce para pihak yang melakukan kegiatan pemiagaan dan
perdagangan hanya berhubungan melalui suatujaringan publik lang pada umumrya
mengguakan media intemel
Me \nwoddTrdde Oryqnization (WT0), cakupan e-commerce melipu.ti
bidang produksi, distibusi, pemasanrL penjualan, dan pengidrnan barang ataujasa
melalui cara elektronik. Sedangkan OECD (Organization for Economic
Cooperution and Develoryent) menjelaskan bahwa e- commerce d,alalttansaksi
berdasarkan proses dan tlansmisi data s€€ara elekaonik. Selain dari dua lembaga
intemasional telsebut, Alliance for Global Bwiress, suatu asosiasi bidang
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perdaganganterkemuka me gafiikair Lcomnerce s€bagai s€luruh transaksi nilai yang
melibatkan bansfe/ infolmasi, produk" jasa atau pembayann melalui jaingan
elektonik sebagai media. Dirnana dengan mela.lui media inilah transatsi bisnis dapat
berlangsung dari mulai pengiklanan, penginventarisasiaq perancangar! pembuatan
katalog, transaksi dan pengidman barang.
Dengan demikian maka e - c o m m e r c e adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang
menyangkut konsumen (perusahaan mauprm perorangan) dan p€dagang perantam
dengan menggunakanjarilgan-jaringan elektronik (intemeg, tidak hanya menlangkut
bidang perdagangan barang saja melainkan juga bidang produksi, distribusi,
pemasaran, penj ualan, dan pengiriman barang atauj asa melalui cam eleknonik.
3.2, Pengaturan Hukum dalam E-Commerce ar.tukMclakukan Kegiatan
Perdagangan di Indonesia
Indonesia merupakaan suatu Negam hukum yarlg mana segala tingkah lalrr
atau perbuatan yang dilalrukan oleh manusia diatur oleh hukum. Tetapi bila berbicam
mengenai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elekhonik, lndonesia
belum memilikinya. Undang-Undang te$ebut di Indonesia masih berupa sebuah
Rancangan Undang-Undang, tetapi sampai saat ini Rancangan Undang-Undang
tenebut behnnj uga diundargkan ataupun disaikan. Padabal Undang-Undang tentang
Informasi dan Transaksi Elektonik pada saat ini sangat dibutulkan mengingat dtmia
teknologi sudah semakin maju dan telah banyak masyarakat lndonesia sendiri
benntemki di duria intemet kJruslsnya pam pelaku bisnis. Rrncangan Undang-Undang
tersebut disebut 1llbm ation Tila6actioh Electrontc (lTE). Dengan diundangkamya
ataupun disalkainya Rancangan Undang-Undang dapat berperan dan berfungsi bagi
masyar"akat lndonesia pada umumnya dan para pelaku bisnis pada khususnya
Menurut Djr]haendah Hasan pada seminar tentang Perkembangan Hukum
Perjanjian Indonesia di Universitas Bandar Lainpung padatanggal2 Maret 2006,
menyatakanbahwakete ambatan pemerintah Indonesia dalam melakukan pengesahan
Rancangan Undang-Urdarg tentang Informasi dan Tmnsaksi Elektonik tak lain karena
tidak adanya kekompakan atau kerjasarna yang baik antara departemen-departemen
yang ada dalam pemerintahan I donesia-
Hukum harus sungguh-sungguh difungsikan agar pembangunan ekonomi
benar-benar berjalan sesuai dengan garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar 1945. Hukum seharusnya berdiri di depan pembangunan,
sebabjikatidak dernikian persoalan ketidakpastian hukum akar selalu mwrcul mengidngi
perkembangan perekonomian. Dalam menghadapi era teknologi informasi yang
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semakin cepat anpa dibatasi waktu dan wilayah negarq hukum di Ldonesia sangat
jauh tertinggat. Banyak perrnasalahan-p€rmasalahan )€ng b€Lm t€rpecahkan melalui
bsEttrnenhukun ini.
Pagembangan sekor hukm dihaapkan marnpu memberikan kontibtsi pada
p€rcepatan pembangunan perekonomian. Padaha.l kondisi umum di Indonesia belum
mendukung kesiapan Indon€sia dalam menghadapi enaingan global.
Me[urut Dikdik M. AriefMansur (2005) "pengembangan dan penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi belum dirnan:faatkan secara bemfti datam kegiatan
ekonomi, sosial danbuday4 sehingga belum mernpeftuat kernampuar I donesia dalam
menghadapi kerja sama dan persaingan global".
Pengaruh ukum terhadap ercepatan p€mbangunan ekonomi di Indonesia
memegang penuxm penting dan sangat strategis, melalui perangkat hukum segala
aktifi&s ekonomi dalam be$agai perwujudamya, memiliki dasar keabsahan (legalitas).
Melalui perangkat hukurn, perlindungan dalam beraktifitas menjadi semakin terjamin.
Segala ktifitas perckorcmian lrng dijalankan unpa nemiliK dasarhukurn lang kuat
akan mudah rnemunculkan betbagai masalah, )erlg mana masalah tersebut apabila
dihihmg secara ekonomi (unhmg rugi) akan memunculkan biaya yang tinggi.
Keamanar dan kejelasan dalam transaksi tidak dapat diabaikan dalam
menjanin kesinambungan transaksj, t€rlebih lagi dalarn €raglobalisasi ekarang dimana
tansalsi-tansaksi perdagangan sudah tidak lagi dibatasi oleh pe6edaanjaralq modal,
tingkat pendidikan, domisili. Permasalahan yang timbul apabila tidak s€gera diarasi
akan melahirkan berbagai konflik yang menyebabkan tujuan dari hansaksi tersebut
mejadi tidak tercapai baik dari segi ekonomi maupun hubungan baik. Salah satu
instrumen yang dapat dipakai untuk menjamin adanya keamanan dan kejelasan
(kepastian) dalam beltransaksi adalah instrumen hukum, terlebih apabila dalam
penerapannya diseriai dengan sanksi yang tegas.
Transaksi perdagangan melalui media elektonik aia;:ladm diseb\t Electronic
Commerce (E-Commerce) menyisakan berbagai permasalahan yang belum ada
pengaturamya- E-Con merce terbentuk dari berbagai sub sistem yang teNusun secara
sisternatis, dannasing-nasing sub sistem teNebutmemiliki permasalaharmya m sing-
ma$8.
Ketika seseorang hendak melakukan suatu tr"ansaksi, misalnla saja pembelian
barang, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai masalah hukum
s€pedi keabsaban dokumen yaitg dibuat, tandafiangan digital yang dibuat saat orang
tersebut men].atakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak
te$ebut, dan pembayaran fansaksi.
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Dalarn operasionalnya, E-Commerce dap^berbeth)k Busine ss to Busihe ss
dalBusiness to Consummers. Salah satu isu yang krusial dalam E-Cozrzerce aAa)ah
menyangkut keamanan dalam mekansine pembayuslr (pqtment mechanism) dalr
jaminan keamanan dalarn bertransaksi(Jecr,.ily ri.r,t), seperti nformasi mengenai
aansfer data kartu kr€dit dan idertitas pribadi korsumen. Da.lam hal ini ada dua masalah
utarnayaitu:
l. Identification integritl, yaitu menyangkut identitas si pengirim yang dikuatkan
levrat di gita I s i gnature,
2. Message integrity, yakni menyangkut apakah pesan yang dikirimkan oleh si
pengtim benar-benar diterima oleh si penerima yang dikehendaki.
Dalarn pelaksaruamya E4ommerce irttmengalami permasalahan k:hususnya
yang b€rkaitan dengan:
| . Kontak oh line
[ustrasi dari terjadinya kontrak di media intemet ini adalah s€bagai berikut :
misalkan seorang calon pembeli /ogin ke intemet dan masuk ko situs weD sebuah
perusaluan (}Q yang menawa*an produk elel'tronik lengkap dengan contoh gambar,
model, ukuran dan segala informasi tentang produkny4 termasuk harga dan ongkos
kiim serta pengepakannya- Kemudian di situ terdapat pula formulir pembelian. Bila
calon pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut, maka calon pembeli tersebut
akan mengisi formulir yang telah tenedia dengan lengkap termasuk nomor kartu krcdit
calon pembeli atau konsumen dan kemudian mengirimkannya dengan perintah eksekusi
yang tersedia- Dengan eks€kusi itu makatelah tedadi kontrak antam konsumen sebagai
pemesan dengan perusahaan (X). Bila kemudian perusalnan (X) mengirmkan produk
yang di pesan dan mendapat pembayaran dad kartu kredit konsumen, maka kontual
tersebut telal tery€nuhi dan masalalnya selesar.
Bila dibandingkan dengan pembentukan kontmk secara tertulis, maka bila
seorang calon pembeli atau konsumen telah menandatangani suatu kontak, maka
kontrak itu akan b€rlaku mengikar sejak ditandatanganinya.
Menurut hukum lndonesia (Pasal 1320 KUllPerdata) syant sa]rnya suatu
perjanjian adalah kesepakatan kedua pihak, kecakapan kedua belah pihak untuk
membuat suatu ped anj iarl suatu kausa )ang halal dan hal teftentu yang diped anjika[
Yangmenjadi masalahdalamperdagangan lewar internetadalahbagairnanapemenul|an
unsur-unsur hukum yang diwaj ibkan dalam perjanj ian, karena bagaimanapun suatu
perdagangan tidak akan terlepas dari masalah perjanj ian.
Misalnya mengenai kesepakatan lewat intemet. Apabila seseorang akan
melakukan trarsaksi leurat inteme! ia hads mengisi formulirpemesanan tau formulir
pembayaran yang di sediakan di situs web perusahaan, maka masalah yang timbul
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adalah waktu tedadinya suatu kesepakatan. Mengenai kecakapal kedua pihak,
misalkan perusahaan yang menj adi pihak penj ual didirikan di Amerika Serikat dan
pembeli adalah seorang lndonesia- Batasan umum rmtuk menjadi cakap di Indonesia
berbeda dengan di Amerika, batasan mana yang akan b€rlaku.
Mengenai kausa yang halal, kemturgkinan berbeda menurut hukum masing-
masing Negara, dan karena intemet dapat melintas batas-batas )uridiksi Negar4
kemungkinan terj adinya sengketa sangat besar. Demikianjuga mengenai hal tertentu
yang diperj anj ikan kemungkinan tidak terj adi masalah, karena hal ini tidak terlalu
runit dalam pengertian huhun.
2. Perlindugan konsumen
Masalah ukum yang menyangkot tentang perlindungan konsumen malin
mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan t'ansaksi E-C-o mmerce dengaa
merchant diNegaralain. Padajual beli jarakjauh seperti tu. kecurangan sering
te{adi dan dengan demikian konsumen harus dilindungi. Kecurzmgan-kecurangan
tersebut dapat ed adi menyangkut keberadaan penjual, barang yang dibeli, harga
barang dan pembayaran oleh pembeli. Kecurangtul yang menyangiiur kebemdaan
penj ual misalnya bah\"a pcnjual;-aitu irlual stor e l,ang berslngk'.:ran- merupakan
lool yang fiktil
Yang menyangkut bardng barug 1,alg dikirimkan oleh pcnjual misalnya barang
tersebut tidak dikirimkan kepada pembeli. rerjadi kelambatan pengiriman yang
berkepanjangan, terjadikerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang
dikirimkan cacat. Dapat pula terjadi penjual mengaku belum menerima pembayaran
dari pembeli, sedangkan kenyataainya p€mbeli sudah mengirim pcmbayzrannya unlut
seluruh harga barang.
Berkaitan dengan hal ini Undang-Undang harus dapat nremberikan
perlindungan kepada konsumen yang beritikad baik, sepeni perlindungan yang
diberikan kepada konsumen yang melakukan juai beli di dunia nyata.
Mengingat Indonesia belum memiliki Undang-U r\dar,g lentang E - C o m m e ft : e
dan Undang'Undang Nomor 8 Tahun I999 tentang Perlindungan Konsumen tidak
didasarkan pada telah adanya Undang-Undang lenlang E Commerce atau Undang-
Undang tentang Intemet di Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun I 999
lentarg Perlindungan Konsumen iru belum sampai menyinggung pengaturdn mengenai
perlindungan konsumen dalam transaki E-Commelce melalui intemet.
3. Alat bukti
Pada transaksi-transaksi yang tradisional segala sesuatunya dilaksanakan
dengan menggunakan dokunen kertas. Dengan kata lair! tra$aksi-tra$aksi tenebut
merl]pakan paper-based trahsaction. Apabrla terjadi sengketa di antan para pihak
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yang b€rtransaksi, maka dokumen- dokumen kertas inrlah yang akan diajukan sebagai
bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing. Ital
ini be$eda sekali deng antnsaksi E-Commerce. Dokumen-dokumen yang dipakai
bukanlah dokumen kertas melainkan dokurnen di gttal dardigital docunert. Surnber
atau otentikasi dari buki )ang diterina oleh suatu sistem teleriatik dari sistem telemalik
yang lain, tidak dapat dipastikar
Metode pengarnanan dengan menempkan c4pl ography systembetmak*d
menjawab ma-salah tersebut. Namun perlu disadari mengenai sampai sejauh mana
undang-undang Indonesia telah mengakomodasi aspek-aspek hukum dari
c ry p I o gr ap hy s y s t e m ter sebut.
Menurut Djulaendah Hasan (2006) ah.li hukum mengatakal bahwa bulfti-
bukti yang ada pada E-Commetce rnentpakan bukti-bukti yang sah yang dapat
dij adikan sebagai alat bukti apabila terj adi suatu s€ngketa. Alat bukti tersebut dalam
duia intemet disebut alat bukti elektronik danjuga di Indonesia belum ada Undarg-
Undang yang mengatur khusus mengenai alat bukti elektonik, yang ada berupa
Rancangan Undang-Undang.
Mengenai hukum yang berlaku bagi suatu Negara jika terjadi suatu
persengketaan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut dimana para
pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda, maka hukum yang berlaku adalah
hukum Negara yang menawarkan atau sesuai dengan perj aij ian antara kedua belah
pihak yang memilih hukum manakah yang mereka pergunakan apabila di suatu saat
akai tedadi pe$engketaan
Dalam pelaksanaan perdagangwr E-Commelce seorang konsrunen yang
beminat untuk memesan atau membeli suafu produk atau barang, maka seorang
konsumen tesebut harus terlebih dahuiu mengisi sebuah formulir pemesanar\ yang
mana ada beberapa pakar hukum mengatakan bahwa formulir itu merupakan suatu
dokumen yang sah, karena pabila konsurnen te$ebut elah mengirimkan formulir itq
maka telah terjadi suatu kesepatan jual beli. Menuut KuHPerdata atau HIR
menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang ada dalam transaksi perdagangan
tersebut tidak dapat dikatakan sebagai surat dokumen, karena surat dolormen dalam
E-Contnerce tidak drtaidatangani secara tetulis atau tandatangan basah.
Alhir-akhir ini telah banyak bermunculan berbagai conr mercial web-sfte dar.
berbagai ponal di intemet di Indonesia yang menawarkan berbagai barang dan jasa
kepada rusyaiakat atau para korsumen. lndonesia sampai sekamng ini bukan saja
b€lum memiliki undang-undang tentang intemet yang antara lain mengatur t ansaksi-
'Jurs€ksr E-4:ommerce. Sement ra itq negara-negara tetanggatelah memiliki Undang-
Undang tersebut.
Pengaturun Hukum E-Co(nmerce untuk Melaturan Perdagangan... (Tani Rusli) l2l
_- - 
Apabila Indonesiatidak segera ben4raya untuk mengundangkan Rancangan
Undang-Undang yang telah dibuat, sedangkan untuk sementara ini transaksis_
C onmerc e y al,g dtlaktl/{;anoleh orang-orang lndonesia dengan toko-toko intemet
alau toko-toko maya makin marak, maka dikhaqaftkan sekuli bagi pu- koosume,l
Dengan dernikian seyog6rryapern€dntah secqd ftlntgkinrnengambl iangkah lrngl€h
unnlk mengundangkan Rancargan Undang-UrdaDg (Rut)1(]rtallg Eaomglce rnrn)
u noang-U ndang yang di sejout Information Transaction Elechonic atauvtp.di*butqenean I I E.
Pada saal hi Indonesia belum memiliki Undang-Undang 
'"ng sah tenang r.Commerce,retzpihalifitidak membebaskan bagi pihak-pihak yan! terlibat daiam
llanf€ksi E-Commerce dari atuan hukum. Dengan kata lain bahwa para pihak yang
melakukan &ansaksi E- Commerce melakttkart suatu perbuatan yang mana dal;
dalam perantan perundang-undangan pada durda nyata ai"ifui seUagA pertuaa" yuog
melanggar hukum terbebas dari sanksi hukum, karena belum ada pengaturannya d'i
duniamala-
. 
Adapendapatyang menyatakan bahwahukumyang berlaku di dunianyata
tidak dapat diberlakukan di drmia maya walaupu dalam beberapa hal rerdapat pula
ketentuan yang dapat dikemkan pada tmnsaksi di dunia ma1a.
Menuut Mariam Darus Badmlzaman (2001), behua interaksi dan pertuaran_
perbuatan hukum )"ng terjadi melalui alau di druda -uyu.esrrrgguf,nya uauUt irrte.at ri
antam sesluna m,musia dari dunia nyata dan apabila terjadi pelanggaran hak atas
perbualan hukum di dunia mala adalahperbuaan hukum lang dilakukan oleh manusiayang_berada di dunia nyara dan hak yang dilanggar adalah hak dari manusia yaag
b€nda di dunia nyar4 maka hukum yang berlaku dan hams ditempkan adalah hulcui
dari duia nyara
Dengan demikian tmdang-rmdang pada dunia nyata dapat bedaku di dunia
maya untuk sementan waktu sampai Undang-lJrLdangbntalrE E-Commerce telah
dibuat dan diberlakukan yang disebur Z rvr'rg lan. Contohnya terhadap masalah-
masalah ktusus morgenai pengaturan kontra! perlidungan konsumen dan alat bukti.
Mengenai pengaturul kontrak dapat mengacu pada KuHperdata yang pengaturannya
t€rdapat dalam Buku m dan mengenai perlindungan konsum€n dapat mengacu pada
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen serta
mengenai alar bukti meng'!;lj@a Heniene Infuhesian Reglerneft Oar9:'€)larljvtlrya,disingkat HIR) Pasal 164.
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IV.PENUTTJP
Pengaturan Hukum dalam E-Commerce untuk melakukan kegiatan
perdagangan di hdonesia ada pendapat yang menyalakan bahwahukum yang bedaku
di dunia nyata tidak dapat diberlak*an di dmia rnaya lvalaupun dalam beberapa hal
terdapat pula ketenhran yang dapat dikenakan pada tznsaksi di dunia mala Interaksi
dan perbuatan-pe6uatan hukum yang tedadi melalui atau di duia maya se
adalah interaki antrra sesama manusia dai drmia nlatadan apabilaterjadi pelanggann
hak atas perbuatan hukum di dunia maya ada.lah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh manusia yang berada di dunia nyata dan hak yang di langgar adalah hak dari
manusia yang berada di dunia nyat4 maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan
adalah huhun dari dunia nyata
Dengan demiKan Undang-Undang pada drmia nyata dapat berlaku di dunia
maya untuk sementara waktu sampai Undang-Undaq tentang ,-Co mmerce telalt
dibuat da.n diberlakukan. Contohnya terhadap masalah-masalah kiusus m€ngenai
pengatumn kontrak, perlindungan konsumen dan alat bukti. Mengenai pengatumn
kontrak dapat mengacu pada KLrllPerdata yang pengatuarmya terdapat dalam Buku
III dan mengenai perlindungan konsumen dapat mengacu pada Undang-Undang
Nomor 8 Tahun I 999 tentang Perlindungan Konsumen serta mengenai alat bukti
mengaat pada Herziene Indonesia Reglemerl (yang selanjutnya disingkat HIR)
Pasal 164.
Pengatunn Hukun E-Con],frterce untul. Melatukan Pedagangan... (Tani Rusli, l8
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